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Gambaran Umum

Letak geografis

PegununganMeratus terletak di antara 115°38’00” hingga
115°52’00” Bujur Timur dan 2°28°00” hingga 20°54°00”
Lintang Selatan. Pegunungan ini mencakup 8 kabupaten di
ProvinsiKalimantan Selatan yaitu: Hulu Sungai Tengah (HST),
Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tabalong,
Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Tapin. Pegunungan Meratus
merupakankawasan berhutan yang bisadikelompokkan sebagai
hutan pegunungan rendah.

Wilayah Balai Kiyu berada di kawasan kaki pegunungan Meratus
sebelah utara, sepanjang Sungai Panghiki dan kaki Taniti (bukit)
Calang. Balai Kiyu merupakan satu wilayah adat seluas +7.632
hektare pada DAS Alai. Secara administratif termasuk dalam
wilayah Desa Hinas Kiri, Batu Kambar, Kecamatan Batang Alai
Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah — Barabai, Propinsi
Kalimantan Selatan.

Balai Kiyu bisa dicapai dengan kendaraan roda empat sampai ke
pusat Desa Hinas Kiri-Batu Kambar sejauh 40 km dari Barabai,
ibu kota Kabupaten HST, dilanjutkan dengan naik motor (ojek) atau
berjalan kaki sekitar 30 menit dari desa Batu Kambar-Hinas Kiri
melalui jalan setapak. Kondisi jalan cukup baik, sudah beraspal
sampai ke desa Hinas Kiri-Batu Kambar.

Gambaran kependudukan

Balai Kiyu terdiri dari dua balai (rumah adat) yaitu Balai Kiyu
dan Balai Haraan Hulu yang membawahi £67 umbun (keluarga).
Sebagian besar masyarakat adat Kiyu menganut kepercayaan
Balian (agama asal)-Kaharingan, sebagian kecil lainnya adalah
Kristen/Katolik dan Islam.

Secara umum, Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Biro Pusat Statistik Kalsel menyebutkan, populasi penduduk
Dayak Meratus tahun 1995 tercatat 5.569 keluarga dan tahun 1998
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menjadi 5.309 keluarga. Jadi selama tiga tahun, bukannya populasi
bertambah melainkan justru berkurang 260 keluarga.

Dari tahun ke tahun populasi Dayak Meratus yang menjadi
bagian dari komunitas rumah panjang (balai) memang berkurang.
Penurunan populasi cukup tinggi terjadi pada periode 1996 - 1997,
yaitu dari 5.684 keluarga menjadi 5.246 keluarga. Berkurangnya
populasi terjadi karena banyak yang “turun balai” kemudian
melepaskan diri dari komunitas balai. Ada dua sebab terjadinya
pengurangan anggota komunitas balai. Hal itu terjadi akibat
“peningkatan” kualitas hidup dan ingin menjadi manusia “modern”
dengan membuat rumah sendiri. Atau sebaliknya, masyarakat jatuh
miskin karena makin sulit mengakses sumber daya alam sehingga
komunitas balai bubar, pindahatau digabung dengan balai lain. Sejak
menguatnya intervensi negara dalam penguasaan lahan mereka
makin sulit memanfaatkan sumber daya alam. Terhadap intervensi
negara, bisa dikutip respon masyarakat adat seperti di bawabh ini.

“Kami mulai saat ini menolak dikatakan sebagai suku
terasing atau suku terpencil. Sebenarnya yang mengasingkan
kami adalah pemerintah sendiri, kami ingin perlakuan yang
sama dengan warga lainnya,” kata seorang peserta kongres.

“Kami dikatakan masyarakat terasing, tetapi ketika
ada pemilu kami dicari-cari dan dikatakan mempunyai
hak yang sama dengan warga lain,” kata Pinan. Namun,
setelah pemilu, baru terlihat bahwa mereka dilupakan dan
dibedakan haknya.

(sumber: KOMPAS, Selasa 1 Juli 2003)

Sekitar tahun 1970-1980an, Departemen Sosial Rl menggiatkan
proyek PKMT (Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing),
salah satunya berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kecamatan Hulu Batang Alai termasuk di dalamnya Batu Kambar
dan Kiyu. Bentuk proyek tersebut berupa pembangunan pemukiman
(resettlement). Dengan berlalunya waktu, pemukiman tersebut
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kemudian dihuni juga oleh masyarakat Banjar Hulu yang pada
mulanya ikut berladang dan berdagang di wilayah tersebut. Tahun
1978, pembinaanselanjutnyadiserahkankepadaPemerintah Daerah.

Dalam perkembangannya hampir semua warga masyarakat
penerima proyek resettlement kembali ke wilayah asal balai
mereka. Alasannya yang terutama adalah menghindari konflik
yang bersumber pada perbedaan tata nilai dengan masyarakat
Banjar Hulu. Di samping itu juga memang karena ingin lebih
dekat dengan sumber ekonomi, yaitu ladang dan kebun mereka.
Selain tentu saja adanya kerinduan emosional terhadap keluarga
dan bubuhan (kampung asal). Kerinduan ini umumnya dikaitkan
dengan latar belakang spiritualitas mereka, yakni panggilan dari
ingunan bubuhan, yaitu roh-roh alam, seperti roh gunung, roh
hutan dan roh pancur/mata air). (Noerid Halui Radam, 1987).

Rata-rata masyarakat Dayak Kiyu bermata pencaharian sebagai
petani ladang dan kebun. Sebagian masyarakat juga mempunyai
pekerjaan sampingan berdagang. Ini mungkin pengaruh masyarakat
Banjar Hulu yang lebih dikenal sebagai pedagang. Di antara mata
pencaharian itu hanya berladanglah yang dipandang ada adatnya.
Berladang adalah adat nenek moyang.

Kondisi dan potensi sumber daya alam

Ekosistem Meratus merupakan kawasan pegunungan Yyang
membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, membentang
sepanjang + 600 km? dari arah tenggara dan membelok ke arah
utara hingga perbatasan Kalimantan Timur. Kawasan ini memiliki
keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa vegetasi
dominan, antara lain: Meranti Putih (Shorea spp), Meranti
Merah (Shoreaspp), Agathis (Agathis spp), Kanari (Canarium
dan Diculatum BI), Nyatoh (Palaquium spp), Medang (Litsea
sp), Durian (Durio sp), Gerunggang (Crotoxylon arborescen Bl),
Kempas (Koompassia sp), Belatung (Quercus sp).

Kedudukan kawasan hutan yang menjadi hulu sebagian besar
Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadikannya sangat penting bagi
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Pemandangan tanah adat Kiyu, kawasan pertanian dan kebun

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan tangkapan air. Di
sisi lain kondisi kelerengan lahan yang cukup terjal dan jenis tanah
yang peka erosi membuat kawasan ini memiliki tingkat kerentanan
(fragility) yang tinggi. Dengan berbagai kondisi tersebut dan juga
fungsi kenyamanan lingkungan (amenities) bagi masyarakat
di bagian hilir, maka penutupan hutan merupakan satu-satunya
pilihan. Karena itu kawasan hutan Pegunungan Meratus harus
dipertahankan sebagai hutan lindung dan dicegah dari perusakan.

Berdasarkan tipe penutupan lahan kawasan Pegunungan Meratus
dapat dibagi menjadi dua, yaitu: hutan pegunungan (£37.690
ha) dan lahan kering tidak produktif (+8.310 ha). Sedangkan
berdasarkan pengamatan, sebagian besar tataguna lahan di sekitar
hutan lindung Pegunungan Meratus adalah areal perladangan,
hutan sekunder hingga semak belukar serta perkebunan rakyat.

Komoditas yang dikembangkan dalam wilayah kebun dan ladang
adalah tanaman semusim dan tanaman jangka panjang. Komoditas
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tanaman semusim yang dikembangkan adalah padi lokal, sayur-
sayuran dan palawija. Sedangkan komoditas tanaman jangka
panjang yang banyak dikembangkan adalah karet, kayu manis dan
buah-buahan (durian, rambutan, jengkol dll)

Kondisi hutan adat yang ada di wilayah masyarakat adat Balai
Kiyu, secara fisik cukup bagus dan kaya akan keragaman hayati.
Saat ini sebagian kondisi hutan Adat di Balai Kiyu sedang dalam
proses pemulihan. Sebelumnya, kawasan yang merupakan Hutan
Adat Kiyu ini menjadi wilayah konsesi perusahaan pengusahaan
hutan PT. Daya Sakti. Eksploitasi oleh perusahaan tersebut
menyebabkan rusaknya hutan adat. Sejak 1987 perusahaan sudah
tidak lagi beroperasi di wilayah Kiyu dan Kabupaten HST setelah
berhasil diusir keluar oleh masyarakat.

Selain kondisi alamnya yang berbukit, wilayah Kiyu dan sekitarnya
merupakan wilayah penting bagi tata air karena merupakan daerah
hulu Batang (Sungai) Alai sekaligus merupakan daerah tangkapan
air. Perikanan merupakan potensi yang sedang dikembangkan
di wilayah Hinas Kiri — Batu Kambar dengan memanfaatkan
ketersediaan air yang cukup bagus di wilayah tersebut. Namun
Pemerintah Daerah Propinsi justru memberlakukan status hutan
produksi terbatas untuk hutan di pegunungan Meratus.

Potensi sumber daya alam lain di wilayah Pegunungan Meratus
secara umum, seperti mineral (emas) dan batu bara cukup
melimpah. Selain potensi hutannya, potensi sumber daya mineral/
tambang cukup menarik investor dalam maupun luar negeri. Saat
ini cukup banyak perusahaan pengusahaan hutan dan perusahaan
tambang yang beroperasi di Kalimantan Selatan khususnya di
gugusan pegunungan Meratus. Kondisi hutan di Pegunungan
Meratus dipastikan akan bertambah rusak dengan disahkannya
peraturan perundangan yang mengijinkan kegiatan penambangan
di hutan lindung oleh pemerintah pusat.
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Profil Masyarakat Adat Dayak Kiyu

Sejarah awal

MasyarakatDayak Meratus-disebutjuga“OrangBukit”-mempunyai
beberapa versi sejarah yang berhubungan dengan asal-usul. “Bukit”
menunjukkan sebuah areal tanah yang lebih tinggi dari kawasan
sekitarnya. Sehingga penamaan “Orang Bukit” lebih mengacu
pada tempat tinggal. Masyarakat Dayak Kiyu merupakan bagian
dari Dayak Ngaju, sementara mereka yang tinggal di pegunungan
Meratus dimasukkan dalam suku Maanyan, seperti yang dilukiskan
olen W. Gabrowski, seorang misionaris Belanda tahun 1885.

Versi lain yang masih mengacu pada sebutan “Orang Bukit”,
menunjukkan arti yang sangat berbeda. Dalam bahasa Banjar, kata
“bukit” memiliki konotasi negatif, yaitu “tidak beradab”, sehingga
penamaan Masyarakat Dayak Meratus sebagai “Orang Bukit”
lebih menggambarkan stigmatisasi dan stereotipi yang diciptakan
golongan masyarakat yang lain. Ini serupa dengan stereotipi yang
diciptakan Pemerintah RI dalam mengistilahkan masyarakat adat
sebagai masyarakat suku terpencil, terasing atau terbelakang.

Suasana di balai adat sebelum upacara penyembuhan
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Menurut masyarakat Dayak Meratus, asal-usul nenek moyang
mereka adalah dari daerah dataran rendah sampai pesisir. Setelah
banyak pendatang, yang umumnya pedagang orang Banjar atau
lainnya, masyarakat adat Dayak Meratus berangsur-angsur pindah
ke arah hulu-hulu sungai dan pegunungan Meratus. Proses ini lebih
disebabkan karena perbedaan budaya dan upaya mempertahankan
diri. Konflik sosial yang berkepanjangan yang berlatar belakang
isu keyakinan dan ekonomi, terutama penyebaran agama dan
penguasaan lahan-lahan pertanian yang subur membuat masyarakat
Dayak Meratus bertahan di pegunungan Meratus hingga Kini.

Petunjuk lain yang bisa menguatkan pendapat bahwa asal-
usul Dayak Meratus berasal dari daerah pesisir adalah sejumlah
peralatan upacara adat yang melambangkan kehidupan di muara
sungai atau pesisir. Peralatan upacara yang mempunyai makna
simbolis itu antara lain parahu malayang (perahu terapung), tihang
layar (tiang layar), dan balai bajalan (balai berpindah-pindah)
termasuk juga istilah-istilah yang dipakai dalam upacara adat.

Legenda asal usul Balai Kiyu dan keberadaan masyarakatnya,
dimulai dari Hinas Kiri pada waktu Datu Kisai berkuasa. Menurut
kisah yang diceritakan secara turun temurun, berawal dari
perselisihan antara Datu Kisai dengan cucunya.

Suatu hari, sebelum Datu Kisai berangkat ke huma (ladang),
dia meninggalkan buah Hampalam (sejenis mangga) di pondok.
Kepada cucunya ia berpesan agar menjaganya. Buah ini jangan
dimakan, dikupas atau disayat kulitnya. Sepulangnya dari ladang
timbul keinginan untuk memakan buah Hampalam yang tadi
dititipkan ke cucunya. Datu Kisai menjadi marah sekali kepada
cucunya karena buah Hampalam yang dititipkan sudah tidak ada
lagi. la hendak menangkap si cucu dan menjualnya ke Tabalong,
namun si cucu dengan sengit melawan.

Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan kepada Raja di Muara
Kayu Tangi. Mendengar Datu Kisai hendak menjual cucunya ke
Tabalong Raja beserta prajuritnya berkunjung ke Hinas Kiri untuk
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menangkap Datu Kisai. Pertempuran terjadi antara Raja Muara
Kayu Tangi melawan Datu Kisai. Datu Kisai kalah. Ketika hendak
dipancung, Datu Kisai mengajukan permintaan terakhir agar
dipancung di Hinas Kiri Muara Sungai Hamputi.

Permintaan dikabulkan oleh Raja. Namun, sesampainya di
tempat tersebut ternyata tidak sebatang pedangpun yang mampu
memenggal kepala Datu Kisai. Setelah berusaha keras, maka
dicobalah dengan menggunakan bilah bambu yang tajam dan
ternyata mampu memenggal kepala Datu Kisai sehingga Datu
Kisai pun meninggal.

Setelah meninggal, mayat Datu Kisai tersebut dibakar tetapi
ternyata tulangnya tidak dapat hancur menjadi abu. Tulang tersebut
akhirnya dibuang ke gua Rajang Samatulang di sebelah Gunung
Peniti Rangang, Datar Alai.

Di Hinas Kiri inilah si cucu kemudian membangun masyarakat
baru yang menjadi asal-usul Balai Kiyu.

Kelembagaan adat: struktur lembaga adat

Kepala Adat
Tamanggung

Pamangku Kiri h g Pamangku Kanan )
Kepala Padang
Pangiwa Panganan
J N J
I |
R e
Penangkal Penghantar
Malang Cangkingan
- J N\

Di kawasan Hulu Alai, Kepala Adat merupakan penanggung jawab
sosial tertinggi. Dia bergelar tamanggung. Bila terjadi konflik
antar bubuhan karena masalah lahan maka masalah tersebut akan
diselesaikan oleh Kepala adat. Pendamping atau pembantu kepala
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adat ada dua yang masing-masing disebut sebagai Pangiwa dan
Panganan.

Pembantu Pangiwa disebut Malang (penangkal) dan pembantu
Panganan disebut Cangkingan (penghantar). Pangiwa lebih
berhubungan dengan masalah-masalah konflik, disintegrasi dan
ketidak harmonisan masyarakat. Panganan lebih berfungsi untuk
memotivasi kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan hidup.
Jabatan tersebut didapat bukan berdasarkan garis keturunan tetapi
lebih pada kecakapan individu yang dipercaya oleh masyarakat
memikul tanggung jawab tersebut.

Untuk persoalan pertanian seperti pencarian lahan baru, Kepala
Adat dibantu oleh Kepala Padang. Diasecara khusus mempunyai
pengetahuan sejarah dan batas-batas wilayah kelola tradisional
suatu bubuhan, dan juga tentang daerah-daerah mana yang boleh
dibuka dan digarap dan daerah mana tidak boleh. Bila terjadi
sengketa mengenai tapal batas antara dua bubuhan maka kepala
padang yang akan dimintai masukan dan pertimbangannya.

Perempuan di ladang (humay)
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Dasar
Pelapisan Peran
Peran Peran .
Pemerintahan
Keagamaan Kemasyarakatan D
. esa
Peringkat
Atas Guru Jaya Pembekal Tuha
Kepala Adat

Menengah Atas Balian Tuh.a/ Tetuha Adat Pembekal Muda
Juru Patati
Balian tangan Panganan Pangerak

Pangiwa

Menengah Malang &
Balian Muda Cangkingan
Patati Juru Tulis

Bawah Calon Balian
Pemula
Orang-orang
biasa anggota
komunitas

Masyarakat Dayak Kiyu mempunyai sebuah balai adat, yang
mereka pergunakan untuk berbagai keperluan bersama seperti
upacara ritual keagamaan.

Dalam struktur balai, Kepala Adat (Tamanggung) adalah Kepala
Balai dengan kewenangan sebagai pemimpin warga di lingkungan
Balai Kiyu, berkewajiban menyampaikan hasil musyawarah yang
telah disepakati kepada para warganya. Di samping itu juga ada
beberapa sesepuh adat atau yang disebut dengan Tetuha Adat,
dengan kapasitas pengetahuannya memiliki kewenangan sebagai
penilai atau juri dalam sengketa yang terjadi di lingkungan balai.
Kepala Balian ini adalah seorang yang bertindak sebagai pemimpin
dalam pelaksanaan upacara ritual keagamaan seperti Aruh Adat.
Pangulu/penghulu, adalah seorang yang diberi mandat oleh warga
Kiyu untuk menangani urusan perkawinan secara adat Dayak.
Dan tentu saja Kepala Padang dan pembantu-pembantunya serta
pendamping Kepala Adat yang telah disebutkan di atas adalah
bagian dari struktur kepengurusan ini.
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Sawah dan dangau

Masuknyatata pemerintahan desasejak tigadasawarsalalu ke dalam
kehidupan masyarakat Dayak Meratus menambah perbendaharaan
jabatan baru dalam sistem budaya masyarakat Dayak Meratus.
Hal tersebut masuk bersamaan dengan Proyek Pembinaan
Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT) tahun 70an.

Sekarang ini struktur lembaga adat ke-Tamanggung-an atau
ke-balaian banyak yang sudah tidak berfungsi lagi. Fungsi
kepemimpinan Kepala Balai justru lebih banyak berfungsi
bersama dengan struktur kepemerintahan (administratif) Desa.
Tamanggung atau Kepala Balai dalam prakteknya hanya mendapat
bagian mengurusi urusan adat dalam pengertian ritual saja. Dan
satu-satunya fungsi kelembagaan adat yang masih berjalan adalah
Kepala Padang, untuk urusan wilayah kelola bubuhan maupun
umbun. Kepala Desa atau Pembakal berwewenang membuat
keputusan yang berhubungan dengan kesejahteraan warga desa
atau Balai ataupun perselisihan antar warga atau umbun. Pembakal
tuha atau mantan Kepala Desa secara faktual masih berperan dalam
memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa.
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Kawasan yang ditanami kembali atas inisiatif komunitas Batu Kambar

Kepemimpinan spiritual

Dalam kepercayaan Kaharingan yang dianut oleh masyarakat
Dayak Meratus, pemimpin spiritual disebut Balian. Ada beberapa
tingkat kebalianan. Ada Balian Muda, Balian Tangah dan Balian
Tuha. Tertinggi adalah Guru Jaya. Jenjang untuk mendapat gelar
Guru Jaya hanya dapat dicapai bila seorang Balian Tuha sudah
mampu menyelenggarakan dan memimpin (membuka dan menutup
upacara) semua upacara adat dan religi serta upacara yang bercorak
magis. Jenjang tersebut juga mensyaratkan kemampuan upacara
pokok adat dan religi yang diselenggarakan beberapa bubuhan
secara berturutan. Dalam banyak hal seorang yang menyandang
gelar Guru Jaya adalah juga dukun (tabib) untuk berbagai penyakit.

Setiap bubuhan biasanya memiliki beberapa Balian dan umumnya
ada satu Balian Tuha yang dijabat oleh Tetuha bubuhan (Tetua adat
Balai). Di samping itu ada beberapa Balian Tangah dan Balian
Muda. Beberapa bubuhan saling terkait karena adanya hubungan
perkawinan antar warga bubuhan. Dari beberapa bubuhan tersebut
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biasanya ada seorang yang bergelar Guru Jaya. Maka posisi Balian
Tuha-Muda adalah pengayom rohani terbatas di dalam bubuhan,
sedangkan Guru Jaya cakupannya melampaui batas bubuhan dan
kerabat dekat maupun jauh.

Penguasaan tanah dan hutan

Kepemilikan tanah masyarakat Balai Kiyu telah berlangsung sejak
sebelum masa penjajahan Belanda, berlaku secara turun temurun
mewarisi peninggalan leluhur. Pengelolaan tanah dikelola secara
komunal maupun perorangan. Masyarakat Dayak Meratus hanya
mengambil secukupnya yang mereka butuhkan, karena itu setiap
umbun memiliki jatah tanah masing-masing enam payah (+3 ha)
tanah dan jika memang perlu dan mampu boleh mengelola lebih
dari itu.

Sedangkan untuk hutanadat ini dikuasai secara bersama, jika hendak
dimanfaatkan harus ada kata sepakat oleh semua masyarakatnya.
Hak kepemilikan warisan atas tanah antara laki-laki dan perempuan
sama, namun yang diutamakan adalah anak tertua. Berlaku kalau
orang tua sudah meninggal. Tradisi ini berlaku sejak dulu hingga
kini.

Kepemilikan dan pengelolaan tanah adat dibagi menjadi dua status

yaitu:

. Kepemilikan dan pengelolaan tetap: tanah adat yang
tergolong dalam kepemilikan tetap adalah kebun. Biasanya
kebun ditanami dengan tanaman keras seperti karet, buah-
buahan (rambutan, kelapa, durian dan lain-lain)

. Kepemilikan/kepengelolaan sementara: tanah adat yang
tergolong dalam kepengelolaan sementara biasanya
berbentuk ladang/huma. Biasanya ladang atau huma ini
ditanami dengan tanaman semusim, seperti: padi ladang,
jagung atau sejenisnya. Ladang ini pengelolaannya bisa
diwariskan atau bisa dialihkan kepada orang lain (bukan
keluarga) dalam satu Balai dengan melalui kesepakatan yang
disahkan oleh Kepala Balai.
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Tanah Kiyu tidak pernah dijual ke orang luar

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Dayak Meratus didasarkan
pada kesepakatan dan kepercayaan dalam aturan adat, tanpa
menggunakan bukti tertulis. Oleh karena itu, meskipun tanah
tersebut secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat Dayak
Meratus di Balai Kiyu, tidak satupun dari mereka memiliki
surat kepemilikan tanah. Batas-batas tambit (kepemilikan) yang
digunakan adalah penanaman tanaman keras seperti karet atau
kayu manis, rumpun bambu atau kayu lurus, batang pinang, dan
sungai. Penentuan batas ini merupakan kesepakatan antar pemilik-
pemilik lahan yang berbatasan langsung, sehingga tidak timbul
masalah di kemudian hari.
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Di Balai Kiyu, secara garis besar sistem kepemilikan tanah
digolongkan berdasarkan pewarisan, perkawinan, jual beli,
dan sistem sewa. Berdasarkanpewarisan, pembagian tanah
yangdilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknyalebih melihat
pada seberapabesar kemampuan masing-masing anakmampu
mengelola lahan, tanpamembedakan jenis kelamin. Melalui
perkawinan kepemilikan tanah dapat juga diberikan apabila salah
satu warga Balai Kiyu menikah dengan orang luar dan memilih
untuk tetap tinggal di Kiyu. Bila demikian, maka kepadanya
diberikan izin untuk mengelola tanah di sekitar wilayah Kiyu.

Jual beli juga menjadi salah satu mekanisme yang dikenal oleh
warga Kiyu dimana jual beli tanah bisa dilakukan tetapi sebatas
hanya antar masyarakat adat Dayak di Balai Kiyu saja. Sedangkan
sewa menyewa lahan harus dengan persetujuan Kepala Padang
dan hanya boleh ditanami palawija atau tanaman berjangka pendek
lainnya. Syarat pembayaran sewa adalah bagi hasil atas panenan
yang diperoleh penyewa dengan perbandingan 1 bagian untuk
pemilik tanah dan 3 bagian untuk penyewa.

Kepemilikan tanah bisa menjadi hilang apabila si pemilik tanah
meninggal dunia, tanah dikelola menjadi huma oleh orang lain
karena si pemilik lama meninggalkan balai dan lahannya tidak
ditanami tanaman keras, dan tentu saja jika tanah tersebut dijual ke
pihak luar. Hal yang terakhir ini belum pernah terjadi dalam Balai
Kiyu.

Persepsi Masyarakat Adat Dayak Kiyu
terhadap Sumber Daya Alam dan Hutan
serta Pengelolaannya

Bagi masyarakat Dayak Kiyu khususnya, dan Dayak Meratus
umumnya hutan dan tanah adat adalah hidup mereka. Hutan adalah
apotik, lumbung makanan, dapur, tempat belajar dan sekaligus bank.
Hutan juga seperti ibu yang harus dihormati karena telah memberi
hidup dan kehidupan. Sedangkan adat adalah akar kehidupan.
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Masyarakat Dayak Kiyu percaya bahwa hutan dan tanah adat
mampu menghidupi keluarga mereka. Hingga sekarang cara
berpikir tersebut masih berlaku. Secara tradisional masyarakat
adat Kiyu mengelola hutan adat dan sumber daya alamnya tidak
terlepas dari aturan-aturan yang berlaku secara adat. Praktek
berladang hanya boleh di kawasan kelolasaja, tidak diperbolehkan
menebang kayu di wilayah yang keramat, sebab diyakini jika hutan
musnah adatpun akan hilang. Pelanggaran akan dikenakan sanksi
adat yang masih berlaku hingga sekarang.

Berdasarkan  kesepakatan

masyarakat adat  Kiyu,

wilayah adat dibagi menjadi

beberapa kelompok

peruntukan lahan. Hampir

6.900 hektare dari kawasan

adat Kiyu merupakan katuan

(hutan) larangan yang tidak

boleh  digunakan  untuk

bahuma (berladang) karena

dipercayai sebagai kediaman

leluhur masyarakat Balai.

Katuan larangan merupakan

kawasan hutan yang sama

sekali tidak boleh ditebang,

tetapi hasil hutan selain

kayu masih bisa diambil

oleh masyarakat. Hutan ini

letaknya di gunung-gunung

pada ketinggian di atas

700 meter dari permukaan

Dukun (Balian) sedang melakukan laut, dan merupakan daerah

upacara penyembuhan perlindungan  selain  bagi

tumbuhan dan hewan di dalamnya juga sebagai daerah penyedia
sumber air bagi masyarakat Kiyu.

Disamping hutan larangan, kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan
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oleh masyarakat adat Dayak di Balai Kiyu adalah katuan adat
seluas +290 hektare. Hutan ini milik adat yang sebagian bisa dibuka
untuk perladangan dan masyarakat boleh memanfaatkan kayu di
dalamnya untuk memenuhi kebutuhan membangun rumah dan
kayu bakar. Kawasan ini juga bisa ditanami tanaman perkebunan
atau kayu keras oleh semua warga masyarakat Kiyu setelah mereka
tidak bahuma (berladang) di situ.

Bagian katuan adat yang semacam ini disebut dengan jurungan
atau wilayah bekas pahumaan yang ditinggalkan dan suatu waktu
akan dibuka kembali. Kawasan hutan, selain katuan larangan
dan katuan adat terdapat juga katuan keramat seluas £30 hektare.
Kawasan ini merupakan tempat pemakaman bagi leluhur dan
sama sekali tidak bisa dimanfaatkan untuk apa pun selain sebagai
makam. Katuan keramat ini biasanya terletak di gunung atau
munjal. Katuan Larangan — Katuan Keramat, ini merupakan batas
antara Balai Kiyu dengan hutan kampung tetangga di sekitarnya.

Pembagian lainnya adalah kawasan kebun gatah (karet) seluas
+278 hektare dan ladang seluas +156 hektare.

Kebun gatah adalah kawasan yang khususditanami karet untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adat Kiyu sedangkan
ladang adalah kawasan yang ditanami dengan tanaman jangka
pendek (padi, cabe, mentimun, palawija, dsb). Ladang biasanya
dibuka di daerah taniti (kaki bukit) atau datar. Hanya sebagian
kecil wilayah adat berupa kampung yang merupakan daerah
pemukiman, termasuk di dalamnya Balai Adat, seluas kurang dari
2 hektare.

Kampung biasanya terletak di datar (lembah) ataupun taniti
(perbukitan) yang merupakan daerah yang relatif landai. Bagi
masyarakat Dayak Meratus mengetahui daerah-daerah yang boleh
dan tidak boleh dikelola adalah suatu keharusan agar tidak ada
salah pengambilan wilayah kelola dan untuk menghindari kutuk
dari leluhur mereka. Pemilihan daerah pahumaan atau perladangan
tidak dilakukan sembarangan tetapi ada perhitungan-perhitungan
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khusus menurut kearifan mereka, mengingat ladang merupakan
sumber pangan yang penting bagi kehidupan masyarakat Dayak.

Pemilihan lahan yang kurang tepat akan mempengaruhi hasil panen.
Pertemuan untuk memilih lahan bisa berlangsung berbulan-bulan
dengan memperhitungkan banyak hal secara cermat, misalnya
kemiringan lahan, kesuburan tanah dengan indikator berupa warna
atau jenis tumbuhan tertentu sebagai penciri (yang sebenarnya
berkaitan erat dengan tahapan suksesi vegetasi). Hal ini juga
terkait dengan pembagian tata ruang yang diatur oleh peranggan
(kesepakatan adat turun-temurun).

Menurut Masyarakat Dayak Meratus, lingkungan mereka terdiri
atas enam bagian, yakni tempat bermukim/perkampungan,
balukar anum (belukar muda 1-7 tahun), jurungan (hutan muda
7-12 tahun), pahumaan, perkebunan, dan daerah kayuan atau
hutan primer yang dilindungi. Daerah pohon kayu tidak boleh
diganggu kelestariannya karena mereka takut terhadap kutukan
Yang Mahakuasa.

Secara turun-temurun, masyarakat Dayak Meratus melakukan
kegiatan berladang dengan pola gilir balik. Maksudnya, pahumaan
(lahan perladangan) digunakan maksimal dua tahun, setelah itu
diistirahatkan. Tujuannya untuk mengembalikan kesuburan tanah.
Lahan tersebut baru akan digunakan kembali setelah minimal
enam tahun sejak ditinggalkan.

Aktivitas berladang orang Dayak Meratus terdiri dari beberapa

tahap:

. Pertama, batunung yakni tahap pemilihan lokasi pahumaan.
Hal ini dilakukan dengan cara meminta petunjuk kepada
Yang Kuasa atau melalui mimpi-mimpi dan tanda-tanda
tertentu.

. Tahap kedua adalah manabas atau ‘menebas’ yang dilakukan
dengan cara bergotong-royong. Di sekitar lahan ladang
dibuat rintisan atau sekat bakar selebar 4-6 meter. Rintisan
mutlak dibuat untuk mencegah api keluar saat pembakaran.
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Suasana di dalam dangau

Ketiga, menyelukut (membakar lahan), setelah lahan kering
dan rintisan selesai’.

Keempat, manugal (menugal) yang diawali dengan upacara
pemataan. Bibit padi yang ditanam biasanya padi gunung
yang dikenal dengan varietas lokal dengan masa tanam
sekitar 6 bulan.

Tahap Kelima, setelah padi mulai berbuah, orang Dayak
Meratus menggelar upacara Aruh Basambu sebagai
permohonan kepada Yang Kuasa agar menjaga tanaman padi
dari serangan hama hingga tiba masa panen.

Tahap ke enam adalah upacara menyambut panen padi
pertama yang disebut Aruh Bawanang atau Mahanyari.
Upacara ini berlangsung sekitar 5 hari 5 malam.
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Harmonisasi Hubungan Manusia dengan
Alam melalui Tatanan Hukum Adat

Dalam kepercayaan masyarakat adat Dayak Kiyu, manugal
(menanam padi) yang baik adalah di daerah yang memiliki
ketinggian maksimum hingga £700 meter saja. Kawasan ini biasa
disebut sebagai munjal, karena di atas ketinggian tersebut adalah
gunung-gunung berhutan (katuan larangan dan katuankeramat)
yang dihuni oleh nenek moyang masyarakat adat Dayak yang
menjaga wilayah adat mereka agar tetap selamat.

Selain itu mereka biasanya juga memilih daerah dengan kemiringan
sekitar 45 derajat, untuk menghindari gangguan babi hutan.
Manugal memiliki peran sangat penting dalam adat Dayak karena
diyakini bahwa padi adalah buah pohon langit sehingga sifatnya
suci, dan kedudukannya dalam upacara adat atau aruh sebagai

Batas dengan tanda alamiah seperti sungai atau pepohonan
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sesajen wajib (berbentuk lemang, ketan yang dimasak dalam ruas
bambu) tidak tergantikan. Karena kepercayaan inilah maka secara
turun temurun masyarakat Dayak tetap menanam padi meskipun
di daerah sulit yang bergunung-gunung dan tanahnya relatif tidak
subur.

Masyarakat Dayak Meratus mengatasi hambatan alam dalam
berladang sekaligus menjaga katuanadat mereka dengan
mengembangkan pola perladangan “gilir balik” atau yang biasa
dikenal sebagai perladangan berpindah. Setelah membuka
payah (areal pilihan) dengan menebang dan membakar, mereka
menanaminya dengan padi dan palawija satu kali hingga tiga kali
tanam untuk mengatasi ketidaksuburan tanah dan menghindari
erosi. Mereka kemudian akan berpindah beberapa kali hingga
kembali ke payah (ladang) yang dibuka pertama kali untuk
memberi waktu pemulihan kesuburan dan tumbuhnya pepohonan
setelah 10 hingga 15 tahun. Ikatan yang kuat antara masyarakat
Dayak Meratus dengan alam yang memberikan segala kekayaan
hidup, diwujudkan dengan Aruh atau upacara adat.

Ketergantungan masyarakat Dayak Meratus terhadap padi
menjadikan manugal sebagai mata pencaharian utama. Padi
pantang untuk diperjualbelikan, sehingga untuk pemenuhan
kebutuhan sehari-hari, mereka memanfaatkan hasil hutan bila
terjadi kekurangan padi. Masyarakat balai Kiyu memanfaatkan
hasil hutan non kayu berupa damar, rotan, bambu, getah karet,
getah jelutung, kemiri, madu dan sebagainya untuk ditukar dengan
kebutuhan sehari-hari selain padi.

Upacara adat

Secara tidak langsung, aruh merupakan pesan kepada warga
balai untuk tetap menjaga keseimbangan hubungan antara
manusia dengan alam dan roh-roh pemeliharanya. Ada sembilan
aruh yang dilakukan masyarakat DayakMeratus sejak persiapan
membukaladang hingga setelah panen, yaitu:

. Mamuja Tampa, atau menghormatialat-alat pertanian;

. Aruh mencaridaerah tabasan (ladang baru);
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. Patilah, aruh menebang rumpunbambu bila di bakal ladang
ituditumbuhi rumpun bambu;

. Katuan atau Marandahka Balai Diyang Sanyawa, yaitu
merobohkan balai Diyang Sanyawa;

. Bamula, yaituupacara untuk memulai menanam padi;

. Basambu Umang, yaitu menyembuhkan atau merawat
umang;

. Menyindat padi, yaitu mengikat rumput dan tangkai padi dan
Manatapakan Tihang Babuah, yaitu menegakkan tangkai
padi yang berbuah;

. Bawanang, yaitu memperoleh wanang; dan

. Mamisitpadi, yaitu memasukkan padi ke dalam lumbung.

Tiga aruh pertama dilakukan oleh umbun yang bersangkutan,
sedangkan aruh-aruh lainnya dilakukan oleh beberapa umbun
dalam bubuhan (lingkungan) yang bersangkutan. Saat panen raya
adalah aruh yang paling besar yaitu aruh bawanang atau sering
disebut sebagai aruh ganal (aruh besar).

Prosesi bahuma Dayak Meratus berpuncak pada pesta Aruh Ganal,
yakni upacara syukuran ketika semua orang selesai panen atau
disebut juga pesta panen padi. Inilah penutup seluruh rangkaian
kegiatan pertanian tahunan. Upacara Aruh Ganal diadakan
selama 5 atau 7 hari. Seluruh warga balai (rumah adat) berkumpul
mengikuti upacara yang dipimpin ketua adat balai. Selama upacara
atau pesta berlangsung, warga pantang melakukan pekerjaan lain.
Upacara biasanya diadakan di tengah balai.

Perlengkapan upacaranya antara lain lemang, beras hasil panen
dan banyak sesaji. Para balian duduk bamanang (berdoa). Setelah
berdoa mereka membunyikan hiang yaitu sejenis alat musik
sambil batandik (menari) semalaman mengitari pusat balai diiringi
tabuhan kendang oleh 4 orang perempuan yang berada di 4 penjuru
balai. Sesekali para balian memberkati hadirin dengan ringgitan,
untaian janur kuning, bunga kapur warna putih, bunga jengger
warna merah, dan daun kemangi.
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Para tamu yang datang, diizinkan menyaksikan dan mengikuti
upacara ini asal mentaati aturan adat yang ada. Mereka yang boleh
ikut pesta hanyalah para tamu yang datang pada malam pertama
dan menginap. Menjelang upacara berakhir, tuan rumah tempat
tamu menginap wajib memberikan beras sekitar 2-5 liter kepada
tamunya. Ketika pesta berakhir, siklus baru dimulai lagi. Begitulah
kehidupan terus berjalan.

Aturan adat dan sanksi

Kedudukan hutan sebagai napas kehidupan masyarakat Dayak
Meratus, mempunyai hubungan timbal balik dengan kesadaran
mereka menjaga dan memelihara hutan dengan baik. Hutan
menjadi landasan nilai, sosial dan sekaligus sumber penunjang
perekonomian mereka. Mereka percaya bahwa Jubata atau
Duwata (Tuhan) dalam sistem kepercayaan masyarakat Dayak
Meratus akan mengutuk mereka yang menghancurkan hutan. Oleh
karena itu, dalam kehidupan Dayak Meratus manusia dan hutan
adalah satu kesatuan yang saling memberikan perlindungan.

Pemanfaatan hutan dan isinya diatur dalam hukum adat yang mereka
sepakati, bahkan diberlakukan sanksi adat bagi pelanggarnya yang
diputuskan oleh Kepala Adat. Aturan ini tergambar dalam sanksi
adat bagi mereka yag menebang pohon dengan sembarangan
atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain di seluruh
wilayah adat Kiyu di pegunungan Meratus.

Beberapa bentuk aturan dan sanksi antara lain: Menebang pohon
buah-buahan didenda oleh adat dan dibayarkan kepada yang
bersangkutan. Menebang pohon madu didenda 10-15 tahil, dituntut
oleh hak waris dan denda diserahkan kepada adat. (1 tahil =1 piring
kaca, jika dirupiahkan dihitung berdasarkan kesepakatan bersama
masyarakat). Menebang pohon yang menjadi keramat, bisa dituntut
hak waris, dan denda diserahkan ke Kepala Adat. Menebang pohon
damar didenda oleh semua masyarakat yang termasuk wilayahnya,
denda diserahkan ke Kepala adat. Menebang pohon lalu menimpa
pohon buah-buahan sendiri/orang lain dikenakan denda yang
dibayarkan sesuai kerugian atas robohnya pohon buah tersebut.
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Menebang pohon lalu menimpa rumah/pondok orang lain, diminta
ganti rugi jika pohon menimpa rumah orang lain. Membakar
ladang/sawah dan apinya merambat ke kebun orang lain didenda
sesuai kerugian atas kebun tersebut.

Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan sumber dayaalam yang bisa
dicermati dalam budaya Dayak, yaitu: keberlanjutan, kebersamaan,
keanekaragaman hayati, subsistensi, dan kepatuhan kepada hukum
adat. Bila kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka
akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan yang bermanfaat secara ekonomis, tidak merusak
secara ekologis dan tidak menghancurkan secara budaya. Dengan
kelima prinsip ini,masyarakat Dayak menjagakelestarian alamnya,
meskipunseringkali mereka dipersalahkandengan kerusakan hutan
yang terjadi saat ini.

Penerapan sanksi hukum adat masyarakat Dayak Kiyu juga
dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sejak dahulu. jika ada
pihak yang melakukan pelanggaran di lingkungan masyarakat adat
Kiyu, makaakandiberikansanksiyangsetimpal denganpelanggaran
yang dilakukan oleh pelanggar, tanpa pandang bulu. Pelanggaran
di wilayah adat merupakan pelecehan bagi masyarakat adat
Dayak Kiyu. Pelanggaran yang dimaksud antara lain, melakukan
pencurian, pembunuhan, perkosaan dan tindakan pelanggaran
hukum lainnya baik secara hukum adat maupun hukum formal.

Sanksi yang diberikan bagi para pelaku disesuaikan dengan jaman
sekarang. Mencuri misalnya, kalau menurut aturan dulu tangan di
potong, sekarang diganti dengan denda berupa barang dan/atau
uang, sesuai dengan barang yang dicuri.

Kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan
keputusan oleh masyarakat Meratus umumnya, khususnya
Dayak Kiyu, baru terjadi belakangan ini. Dulu perempuan tidak
dilibatkan, namun sekarang perempuan memiliki hak yang sama
dengan laki-laki untuk turut serta menilai dan memberi suara
dalam pengambilan keputusan rapat/musyawarah.
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Pertemuan adat

Pertemuan adat dilakukan jika memang ada sesuatu hal yang
sifatnya harus dimusyawarahkan, misalnya pertemuan untuk
pelaksanaan upacara aruh/melaksanakan ritual keagamaan,
perkawinan, membuka ladang baru, atau ada ancaman dari pihak
luar seperti eksploitasi kawasan hutan adat, dan lain sebagainya.
Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan musyawarah semua
warga-umbun balai, baik laki-laki maupun perempuan adat.

Hubungan Lembaga Adat dengan
Pemerintah Desa

Dalam pengelolaan hutan adat, desa tetap mendukung dan
mengutamakan aturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat
secara kelembagaan adat. Memang ada hal-hal yang sangat
membedakan.

Kegiatan desa atau lembaga adat dilaksanakan secara bergotong
royong, misalnya pembersihan jalan, pembuatan jembatan, dan
lain-lain. Dalam pengelolaan hutan kedua lembaga ini merupakan
mitra, jadi keduanya sama-sama melihat kepentingan serta
manfaat. Secara otomatis keduanya sama-sama saling mendukung.
Umumnya keputusan tentang kerja sama dilakukan melalui
musyawar-ah.

Pengelolan hutan adat secara partisipatif juga dilakukan oleh desa
dan lembaga adat seperti menyelesaikan sengketa batas Balai Kiyu
dan sekitarnya atau kampung lainnya.

Status kedudukan antara tanah adat dan desa itu tidak terlalu
mempengaruhi, karena secara administrasi pemerintahan Desa
kawasan tanah Kiyu memang masuk dalam wilayah desa Hinas
Kiri-Batu Kambar, namun pengelolaan secara adat tetap diserahkan
sepenuhnya kepada warga masyarakat adat Kiyu.

Kalaupun ada perbedaan pandangan/pendapat antar kedua lembaga
ini, biasanya tetap akan di cari penyelesaian masalah yang lebih
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baik bagi keduanya. Sampai saat ini belum terjadi perbedaan
pandangan sampai sejauh itu.

Desa Batu Kambar

Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam

Selama ini memang hubungan Pemerintah Daerah dengan
masyarakat tidak begitu erat. Sikap merendahkan dari pihak
pemerintah terhadap masyarakat adat Dayak Meratus dapat dilihat
dari kebijakan seperti pemberian ijin HPH, dan pengeksploitasian
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kawasan hutan adat, tanpa melakukan sosialisasi, dan tidak
memberi kesempatan kepada masyarakat adat untuk menyatakan
persetujuan atau penolakannya. Pelanggaran dan perampasan hak-
hak yang dimiliki oleh masyarakat Adat Meratus sering terjadi.

Penyelesaian konflik yang terjadi di atas wilayah hutan dan tanah
adat ini juga dilakukan secara berdialog dengan melibatkan pihak
pemerintah, tokoh adat, dan para pemangku, juga para investor
yang beroperasi di wilayah adat. Misalnya pada kasus PT Daya
Sakti, sempat terjadi konflik antar masyarakat pemilik tanah adat
dengan pengusaha. Masyarakat adat kemudian menemui Presiden
Soeharto kala itu, meminta agar ijin HPH PT Daya Sakti dicabut,
sebab perusahan tersebut merugikan masyarakat adat. Perlawanan
sempat terjadi. Namun tidak ada korban jiwa, baik di pihak
perusahaan maupun masyarakat adat.

Sampai saat ini hukum adat masih dirujuk dalam mengantisipasi
konflik. Bagi masyarakat Dayak Kiyu khususnya, Meratus
umumnya aturan adat merupakan tiang hidup. Jadi siapapun
yang mengganggu keberadaan masyarakat Dayak Meratus dalam
mengelola hutan adat atau merampas hak-hak adat sama dengan
menimbulkan persengketaan.

“Biarkanlah kami hidup bersama hutan adat kami,
kami tahu cara yang arif dalam menjaga hutan adat
kami, kami bukanlah peladang berpindah, pengrusak
hutan-hutan. Kami masyarakat Dayak Kiyu adalah
satu, rusaknya hutan berarti berakhirnya kehidupan
kami. Kami ingin hutan tetap lestari. Biarkan kami
hidup secara turun temurun sesuai dengan budaya
kami yang kami warisi dari nenek moyang kami
terdahulu™.
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Hutan sekunder yang menjadi bagian HPH PT Daya Sakti

4.La - tpeapuy uning

Hutan untuk Masa Depan

Pengelolaan Hutan Adat di Tengah Arus Perubahan Dunia

Membangun Inisiatif Baru untuk
Memperkuat Pengelolaan Hutan Adat

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat model
pengelolaan hutan berbasiskan sistem pengetahuan masyarakat
adat Dayak Meratus, khususnya Balai Kiyu dapat disebutkan
di sini.Sampai saat ini masyarakat adat Meratus telah aktif
mendorong dan melaksanakan usaha persemaian kayu dan
rehabilitasi hutan. Upaya ini didukung oleh penguatan sektor
ekonomi non-hutan melalui pengembangan Credit Union. Kerja
sama dengan kelompok-kelompok Credit Union di Kalimantan
Barat terus diperkuat. Wujud lain dari penguatan ekonomi ini
adalah pengembangan koperasi petani karet serta merumuskan
peraturan desa yang berdasarkan aturan-aturan adat.

Kebun bibit: benih pohon Sungkai (Peronema canescens) ditanam di bawah
naungan pohon karet
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